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“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku
tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan
bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang
kamu kerjakan. ”(QS. Al-Maidah (5) : 8)
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“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa
kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan
beragama Islam.” (QOS. Ali Imran (3) :102)
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“Never waste time, because it will never come back. No matter how small your
charity, make it a very valuable treasure in front of Allah Subhanahu wata'ala ”.

“Jangan pernah menyia-nyiakan waktu, karena ia tidak akan pernah kembali.
Sekecil apapun amalmu, jadikan ia harta yang sangat berharga dihadapan Allah
Subhanahu wata’ala”. (Penulis)
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ABSTRAK

KRITERIA PENUNJUKAN SAKSI PERNIKAHAN
DI KECAMATAN SINGARAN PATI KOTA BENGKULU
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

RIKA FERU SURIYANTO
NIM. 1911680016

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kriteria Penunjukan Saksi Pernikahan
di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan untuk menganalisis Perspektif
Hukum Islam terhadap Kriteria Penunjukan Saksi pernikahan di Kecamatan
Singaran Pati Kota Bengkulu. Jenis Penelitian adalah penelitian pengamatan
langsung dilapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Pengumpulan data menggunakan teknik Observasi Non Partisipasi dan
wawancara langsung ke objek yang diteliti yang bersifat semiterstruktur. Teknik
analisis data dalam penelitian ini adalah: 1.) Reduksi data; 2.) Penyajian data; 3.)
Verifikasi dan Penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis data penelitian ini
menyimpulkan bahwa : 1) Masyarakat Kecamatan Singaran Pati memiliki kriteria
penunjukan saksi nikah yaitu: (a.) Islam; (b.) Baligh/ Dewasa; (c.) Berakal; (d.)
Dapat melihat dan dapat mendengar; (e.) Laki-laki; (f.) Adil (jujur, amanah, netral
dan tauladan masyarakat); (g.) Paham hukum Agama (memahami ijab gabul); (h.)
Masih ada hubungan keluarga; (i.) Kenal/ Tahu orangnya. 2) Kriteria penunjukan
saksi pernikahan yang terjadi pada masyarakat Singaran pati pada umumnya tidak
ada pertentangan dalam perspektif hukum Islam, akan tetapi ada beberapa kriteria
yang tidak dijelaskan langsung dalam hukum islam yang tidak keluar dari nilai-
nilai keislaman. Adapun Faktor-faktor penyebab kekeliruan masyarakat dalam
penujukkan saksi dalam pernikahan tersebut yaitu: a.) Ketidaktahuan/ pengetahuan
yang kurang; b.) Tidak mau bertanya; c.) Kurangnya sosialisasi; d.) Rasa segan
terhadap seseorang/ hubungan kekeluargaan. Sedangkan perspektif hukum Islam
terhadap kekeliruan masyarakat terhadap penunjuk saksi pernikahan tidaklah
menyebabkan pernikahan batal, asalkan pada saat penunjuk seseorang sebagai
saksi nikah memenuhi syarat-syarat diantaranya; Islam, baligh, berakal, laki-laki,
tidak buta, tidak tuli dan adil secara lahiriyah yang disebut al- ‘adalah az-zahirah
(soalall Alaal)) yaitu sifat yang biasa nampak dimata orang secara umum yang
dianggap orang tersebut baik tidak fasik di tengah masyarakat dan mereka ridhai,
terkecuali apabila saksi tersebut perempuan, non muslim atau diketahui
kefasikannya, maka pernikahannya tidak sah.

Kata Kunci: Saksi, Pernikahan, Hukum Islam.



ABSTRACT

CRITERIA FOR APPOINTMENT OF WEDDING WITNESS
IN SINGARAN PATI DISTRICT, BENGKULU CITY,
ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

RIKA FERU SURIYANTO
NIM. 1911680016

This research is aimed to analyzing the Criteria for Appointing Marriage
Witnesses in Singaran Pati District, Bengkulu City and to analyzing the Islamic
Law Perspective on the Criteria for Appointing Marriage Witnesses in Singaran
Pati District, Bengkulu City. The research is direct observation by using
qualitative descriptive methods. Collecting data using non-participation
observation techniques and direct interviews to the object under research which is
semi-structured. Data analysis techniques in this research are: 1.) Data reduction;
2.) Presentation of data; 3.) Verification and Conclusion. Based on the data
analysis, this research concludes that: 1) The people of Singaran Pati District have
criteria for appointing marriage witnesses, namely: (a.) Islam; (b.) Adult; (c.)
Reasonable; (d.) Can see and can hear; (e.) Male; (f.) Fair (honest, trustworthy,
neutral and a role model for the community); (g.) Understanding of religious law
(understanding gabul consent); (h.) There is still a family relationship; (i.) Know
the person. 2) Criteria for appointing witnesses to marriages that occur in the
Singaran Pati community are generally not contradictory in the perspective of
Islamic law, but there are several criteria that are not explained directly in Islamic
law that do not come out of Islamic values. The factors that cause people's
mistakes in appointing witnesses in the marriage are: a.) Ignorance/lack of
knowledge; b.) Do not want to ask; c.) Lack of socialization; d.) Reluctance
towards someone/ family relationships. Meanwhile, the perspective of Islamic law
on people's mistakes regarding the appointment of a marriage witness does not
cause the marriage to be annulled, as long as the appointment of a person as a
marriage witness fulfills the following conditions; Islam, adult, intelligent, male,
not blind, not deaf and just outwardly called is al-'adalah az-zahirah (5_aall llaxll)
which is a trait that is usually seen in the eyes of people in general who is
considered a good person and not wicked in the middle society and they are
pleased, unless the witness is a woman, a non-Muslim or her ungodliness is
known, then the marriage is invalid.

Keywords: Witness, Marriage, Islamic Law
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya keharmonisan dalam berumah tangga merupakan salah
satu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Akad Nikah diharapkan dapat
menyatukan dua insan (yang berlainan jenis) untuk selama-lamanya sampai
ajal menjemput, sehingga suami istri dapat mewujudkan rumah tangga
sebagai tempat berlindung, merasakan naungan kasih sayang dapat
memelihara anak-anak mereka tumbuh dengan baik. Karenanya ikatan
perkawinan bagi suami istri merupakan ikatan yang paling suci dan paling
kokoh.! Secara khusus Allah SWT menyebut ikatan perkawinan ini dengan
mitsagan ghalizan (perjanjian yang kokoh) sebagaimana berfirman-Nya

dalam surat An-Nisa ayat 21 :2

4:»« A - ?/E/ - - " _,} L ‘/?i ‘::/ E E F /.’/

Ln;..c.f v&._f . )J}lju,a_’_g J/l v&.@u Lga_é‘ J39 ;4.:).\.7\.:;_1.5
z

.

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah
bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka
(isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.

Dalam mendapatkan pasangan hidup, Islam telah mengajarkannya

melalui satu pintu yang dinamakan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan

! Sayyid Sabig, Fikih Sunnah 4, (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2009), h.2

2 Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Urusan Agama Islam dan
Pembinaan Syari’ah, Al-Quran dan Terjemahnya”, (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia,2012),
h.105



lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.®

Untuk melaksanakan suatu perkawinan atau pernikahan, Islam telah
mengajarkan proses-prosesnya, mulai dari mengenal calon pengantin,
meminang, pernikahan atau perkawinan dan lain sebagainya.

Di dalam pelaksanaan pernikahan atau perkawinan itu mempunyai
syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Adapun secara umum rukun
Perkawinan telah dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 bahwa
untuk melaksanakan perkawinan harus ada :*

a. Calon Suami;

b. Calon Isteri;

c. Wali Nikah;

d. Dua orang Saksi dan;
e. ljab dan Kabul.

Adapun unsur-unsur diatas harus terpenuhi supaya pernikahan
dianggap sah dan diakui secara hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa Perkawinan adalah

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

3 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik
Indonesia, Himpuanan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, Jakarta: Dirjen Bimas Islam
Kementerian Agama RI, 2010, h. 17

4 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik
Indonesia, Himpuanan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, ... ..........,n.236



kepercayaanya itu, dan selanjutnya pada ayat 2 menjelaskan bahwa tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.®
Salah satu dari rukun pernikahan adalah adanya 2 (dua) orang saksi
yang memiliki peranan penting dalam akad nikah. Sebagaimana dalam hadits,
Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihagi dalam as-Sunan
al- Kubra dari Abdul Wahab bin ‘Ato’ dari Sa’id dari Qatadah dari al-Hasan
dan Sa’id ibnu al-Musayyib dari Umar bin Khattab rodhiyallahu anhu secara
mauquf berkata:®
(el oL o)) Ji (salss (15 V) 2183 Y

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan 2 orang saksi
adil”.(HR.Imam al-Baihaqi)

Dalam hadits tersebut diterangkan bahwa keberadaan saksi
mempunyai peran yang sangat penting, karena sah tidaknya suatu pernikahan
ditentukan oleh keberadaan saksi, sehingga sebagian besar ulama berpendapat
bahwa saksi itu adalah rukun dari pernikahan, agad nikah yang tidak dihadiri
2 (dua) orang saksi tidak sah, termasuk juga perkawinan yang dilakukan bagi
para pelacur, sebagaimana dalam hadits Nabi SAW yang berbunyi :

GASE 330 GG 6 alusadle ) La dll Jsey o s be 0l o

(sl ol5)) 358 ity Gl
“Dari ibnu Abbas r.a. katanya, ‘“Rasulullah SAW.bersabda, “ Perempuan-

perempuan pelacur yaitu mereka yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa
saksi.” (HR. at-Tirmidzy)’

> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik
Indonesia, Himpuanan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, ... ..........,nh.17

& https://ikhwahmedia.wordpress.com/2015/02/22/takhrij-hadits-syarat-nikah-2-orang-
saksi-adil/. diakses. 15 Januari 2021

" Mu’ammal Hamidy, Imron A.M, dan Umar Fanany, Terjemahan Nailul Authar 5,
(Surabaya : PT Bina Ilmu, 1993) h. 2171


https://ikhwahmedia.wordpress.com/2015/02/22/takhrij-hadits-syarat-nikah-2-orang-saksi-adil/
https://ikhwahmedia.wordpress.com/2015/02/22/takhrij-hadits-syarat-nikah-2-orang-saksi-adil/

Secara umum dalam akad nikah keberadaan saksi diterima oleh
Jumhur Ulama, akan tetapi dalam masalah syarat-syarat yang harus dimiliki
oleh saksi sewaktu menjadi saksi akad nikah terdapat perbedaan pendapat.
Adapun secara umum syarat-syarat yang harus dimiliki oleh saksi yaitu;
muslim, baligh, berakal, berjumlah dua orang atau lebih, kedua saksi orang
yang adil bukan fasik, hadir dalam pelaksanaan akad, mendengar dan
memahami ijab gabul yang diucapkan dalam akad. Disamping itu di dalam
Kompilasi hukum Islam pasal 25 di jelaskan juga bahwa yang dapat ditunjuk
menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil,
baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.®

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dan juga Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara khusus
mengenai Kriteria saksi nikah yang adil, dimana saksi yang adil tersebut
belum mempunyai hukum yang baku, namun hal ini dapat diketahui dengan
menggunakan konsepsi saksi yang adil menurut 4 (empat) imam mazhab.
Akan tetapi, didalam realitanya konsepsi saksi yang adil tersebut belum dapat
terealisasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat yang melangsungkan
akad nikah. Sehingga dapat menimbulkan problema dalam pernikahan apakah
akad nikah yang telah dilakukan sudah sempurna keabsahannya ataukah
belum.

Sebagaimana hal ini sesuai dengan pengamatan awal peneliti terhadap

pelaksanaan akad nikah di wilayah Kecamatan Singaran Pati masih ada

8 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik
Indonesia, Himpuanan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, ... ..........,n.239



ditemui keluarga dari pihak calon pengantin baik perempuan maupun laki-
laki dalam menunjuk saksi pernikahan yang tidak sesuai dengan kriteria dari
ahli figh, dari mazhab empat maupun Kompilasi Hukum Islam, padahal di
antara undangan yang hadir ada yang kredibilitas ilmu agamanya lebih baik,
tetapi mereka tidak ditunjuk untuk menjadi saksi dalam pernikahan tersebut.

Sebagai contoh para saksi yang ditunjuk kebanyakan tidak memenubhi
persyaratan yang ditetapkan seperti seseorang yang pendengarannya mulai
berkurang, kurang mengerti makna ijab gabul, penunjukannya saksi
kadangkala mendadak tanpa persiapan dan pertimbangan, sehingga seseorang
ditunjuk sebagai saksi dengan pemahaman dan pengamalan agama yang
kurang, kadang kala Tokoh Agama yang hadir tidak ditunjuk sebagai saksi
karena keluarga calon pengantin lebih memilih Pejabat atau Atasan tempat
kerjanya yang menjadi saksi, hal ini tidak bermasalah jika pejabat tersebut
memiliki pemahaman tentang ijab gabul dengan baik dan terhindar dari
prilaku fasik.

Bahkan ada dalam penunjukan saksi akad nikah dipercayakan kepada
seseorang yang beragama non-muslim, sebagaimana hal ini peneliti temukan
sendiri pada saat akan dilaksanakannya prosesi akad nikah dan juga
berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari pengalaman Penghulu
KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

Disamping itu juga, pemahaman dan pengetahuan Wali Nikah yang
masih terbatas terhadap kriteria-kriteria saksi nikah, sehingga beraneka ragam

juga kriteria-kriteria penunjukan Saksi Akad Nikah yang terjadi, diantaranya;



B.

Islam, baligh/ dewasa, berakal, adil, kenal/teman, masih ada hubungan
keluarga, pejabat/ atasan di tempat kerja, Tokoh masyarakat, bermasyarakat,
berpendidikan, memiliki pemahaman agama yang baik dan bahkan ada wali
nikah yang mengaku belum paham terhadap syarat-syarat saksi pernikahan.

Dari beberapa kriteria penunjukan saksi nikah tersebut, realitanya
masih banyak masyarakat Kecamatan Singaran pati yang kurang
memperhatikan syarat-syarat saksi sebagaimana yang ditetapkan ahli figh,
mazhab empat maupun Kompilasi Hukum Islam, terutama terhadap
persyaratan saksi yang adil.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, penulis
tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kriteria penunjukan Saksi akad
nikah dalam pernikahan dan bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap hal
tersebut, dengan mengangkat judul Kriteria Penunjukan Saksi Pernikahan Di
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam.
Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah  diatas penelitian
mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

a. Masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu masih banyak
yang kurang memahami dan mengetahui tentang syarat-syarat saksi
pernikahan.

b. Penunjukan saksi Pernikahan kadang kala terjadi secara spontan,
sehingga penunjuk seseorang menjadi saksi nikah kurang

pertimbangan dan kurang persiapan.



c. Penunjukan saksi pernikahan kurang mengutamakan kesalehan,
karena masih dijumpai saksi yang ditunjuk dalam suatu akad nikah
kurang diketahui kesalehannya, padahal yang hadir ada tokoh agama
yang telah diketahui kesalehannya.

d. Penunjukan saksi kadang kala masih dipengaruhi oleh Jabatan dan
ikatan keluarga

e. Sulit mencari saksi yang ideal sesuai persyaratan ahli figh, mazhab
empat dan Kompilasi Hukum Islam.

f. Masih banyak saksi pernikahan yang terindikasi tidak memenuhi
syarat-syarat saksi.

C. Rumusan Masalah
Rumusan Masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimana kriteria penunjukan saksi pernikahan di Kecamatan Singaran

Pati Kota Bengkulu ?

2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Kriteria-kriteria

Penunjukan saksi pernikahan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu?

D. Batasan Masalah
Adapun batasan masalah penelitian ini adalah data perkawinan di
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu di
tahun 2021.
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini

bertujuan:



1. Untuk menganalisis Kriteria Penunjukan Saksi Pernikahan di Kecamatan

Singaran Pati Kota Bengkulu.

2. Untuk menganalisis Perspektif Hukum Islam terhadap Kriteria

Penunjukan saksi pernikahan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

F. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Praktis

Adapun Kegunaan Praktis penelitian ini yaitu :

a.

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kriteria-kriteria
yang akan ditunjuk untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan agad
nikah.

Sebagai sumbangan untuk memperkaya khasanah ilmiah khususnya
di bidang perkawinan.

Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan wawasan terbaru bagi
peneliti mengenai kajian komprehensif terhadap pentingnya saksi
nikah dalam pernikahan dan menjadi bahan pembinaan/penyuluhan
kepada masyarakat Kota Bengkulu umumnya dan khususnya bagi
Masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yang akan
melangsungkan pernikahan.

Bagi lembaga, hasil dari penelitian ini, diharapkan bisa menjadi
bahan acuan dalam menjalankan proses pernikahan yang sah
menurut Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang

berlaku.



2) Kegunaan Teoritis
Adapun Kegunaan Teoritis Penelitian ini yaitu dapat
memberikan sebuah kepahaman, sumbangan pemikiran, dan pengetahuan
serta dapat dijadikan tambahan bacaan ilmiah kepustakaan serta bahan

referensi untuk penelitian selanjutnya.

G. Penelitian yang Relevan

Mengkaji atau memeriksa hasil penelitian terdahulu tujuannya untuk
mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada mahasiswa yang meneliti dan
membahasnya. Setelah Peneliti mengadakan pemeriksaan terhadap daftar
tesis maupun karya ilmiah lain pada fakultas syariah, maka diketahui belum
ada yang meneliti judul dan permasalahan ini.

Adapun sebagai acuan dalam penulisan tesis ini, penulis merujuk pada
karya-karya ilmiah lainnya, seperti; tesis, jurnal/artikel dan referensi lain yang
ada relevansinya dengan penelitian yang akan dibahas, diantaranya yaitu:

Pertama, Tesis Imam Sucipto yang berjudul “Pendapat Empat
Mazhab tentang Saksi Nikah dan tranformasinya pada Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. Tesis yang ditulis oleh Imam
Sucipto tersebut hampir memiliki persamaan dengan yang diteliti oleh
penulis, keduanya sama-sama meneliti tentang makna dan keberadaan saksi
nikah dalam akad nikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada batasan
penelitian. Imam Sucipto membahas tentang status saksi nikah menurut

empat mazhab dan bagaimana transformasi hukum dari pendapat empat
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madzhab yang beragam tertuang pada Kompilasi Hukum Islam pasal 24 dan
25 serta pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta bagaimana
persinggungan antara pemikiran empat madzhab dengan Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penulis
membahas tentang Kriteria saksi nikah terhadap realita yang terjadi pada
Masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam perspektif
Hukum Islam.®

Kedua, Tesis Unggul Pahmi Hasibuan, yang berjudul “Kompetensi
Saksi Wanita dalam Pernikahan (Studi Komparasi dalam perspektif Mazhab
Hanafi dan Syafi’i)”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
2014. Tesis yang ditulis oleh Unggul Pahmi Hasibuan tersebut hampir
memiliki persamaan dengan yang diteliti oleh penulis, keduanya sama-
sama meneliti tentang makna dan keberadaan saksi dalam suatu pernikahan.
Sedangkan perbedaannya terletak pada batasan penelitian. Unggul Pahmi
Hasibuan membahas tentang Eksisten saksi wanita dalam Pernikahan dalam
perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i, sedangkan penulis membahas
tentang tentang Kriteria saksi nikah terhadap realita yang terjadi pada
Masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam perspektif

Hukum Islam menurut mazhab Syafi’i.%°

°® Imam Sucipto yang berjudul “Pendapat Empat Madzhab tentang Saksi Nikah dan
tranformasinya pada Undang-undang No.l Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam”, Tesis Syari“ah, Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,
2013.

10 Unggul Pahmi Hasibuan, Kompetensi Saksi Wanita dalam Pernikahan (Studi
Komparasi dalam perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi’i), Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau, 2014
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Ketiga, Tesis Soleman yang berjudul “Sikap dan Reaksi Saksi dalam
Pernikahan Di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu”.
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018. Tesis yang ditulis oleh
Soleman tersebut memiliki persamaan dengan yang diteliti oleh penulis,
keduanya sama-sama meneliti tentang penentuan dan keberadaan saksi
nikah dalam suatu pernikahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada
batasan penelitian. Soleman membahas tentang sikap dan reaksi saksi pada
saat maupun setelah akad pernikahan yang terjadi di Kecamatan Kusan hulu
Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan penulis membahas tentang Kriteria
penunjukan saksi nikah terhadap fenomena yang terjadi pada Masyarakat
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

Keempat, Jurnal al-Dzikra yang di tulis oleh Ahmad Zumaro yang
berjudul “Reinterpretasi Hukum Saksi Dalam Talak dan Rujuk”, Jurnal al-
Dzikra Vol. 5, 09 Juli Desember 2011”. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad
Zumaro tersebut, hampir memiliki persamaan dengan yang diteliti oleh
penulis, keduanya sama-sama meneliti tentang makna saksi. Sedangkan
perbedaannya terletak pada batasan penelitian. Ahmad Zumaro membahas
tentang reinterpretasi hukum saksi terhadap permasalahan talak dan rujuk
yang dijatuhkan di dalam dan di luar Pengadilan Agama. Sedangkan penulis
membahas tentang Kriteria penunjukan saksi pernikahan pada Masyarakat

Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.!!

11 Ahmad Zumaro, Reinterpretasi Hukum Saksi Dalam Talak dan Rujuk, Jurnal al-Dzikra
Vol. 5, 09 Juli Desember 2011.
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Kelima, Jurnal Ar Risalah, yang ditulis olen Makmum Efendi, yang
berjudul “Wali dan Saksi dalam Pernikahan”, Volume 12 Nomor 34, juli
2011. Jurnal yang ditulis oleh Makmum Efendi tersebut, hampir memiliki
persamaan dengan Yyang diteliti olenh penulis, keduanya sama-sama
meneliti tentang keberadaan saksi dalam pernikahan. Sedangkan
perbedaannya terletak pada batasan penelitian. Makmum Efendi membahas
tentang Wali dan Saksi dalam Pernikahan. sedangkan penulis membahas
tentang Kiriteria penunjukan saksi pernikahan pada Masyarakat Kecamatan
Singaran Pati Kota Bengkulu dan tidak membahasan tentang wali dalam
pernikahan'?

Keenam, Jurnal ljtihad (Hukum dan Ekonomi Islam), Mohamad Deny
Irawan, yang berjudul “Perwalian dan Persaksian dalam pernikahan (Kajian
Komparasi Figh Empat Mazhab dan Hukum di Indonesia)”, volume 8 Nomor 2,
Sya’ban 1435/2014, Jurnal yang ditulis oleh Mohamad Deny Irawan, ada
memiliki persamaan dengan yang diteliti oleh penulis, keduanya sama-sama
meneliti tentang keberadaan atau status saksi dalam pernikahan. Sedangkan
perbedaannya terletak pada batasan penelitian. Mohamad Deny Irawan
membahas tentang Perwalian dan Persaksian dalam pernikahan menurut Figh
Empat Mazhab dan Hukum di Indonesia khususnya terkait dengan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,

sedangkan penulis membahas tentang Kriteria penunjukan saksi pernikahan yang

12 Makmum Efendi , Jurnal Ar Risalah, Wali dan Saksi dalam Pernikahan, Volume 12
Nomor 34, juli 2011
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terjadi di Masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu menurut
Perspektif Hukum Islam.*®

Ketujuh, Jurnal llmiah Keislaman, Al-Fikra yang di tulis oleh M.
Karya Mukhsin, “Saksi yang Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam al-
Syafi’i Ditinjau dari Magashid al-Syariah”, Vol.18 No.1 Januari-juni 2019.
Jurnal yang ditulis olen M. Karya Mukhsin, hampir memiliki persamaan
dengan yang diteliti oleh penulis, keduanya sama-sama meneliti tentang
kedudukan saksi dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada
batasan penelitian. M. Karya Mukhsin membahas tentang Saksi yang Adil
dalam Akad Nikah menurut Imam al-Syafi’i Ditinjau dari Magashid al-
Syariah, sedangkan penulis membahas tentang Kriteria penunjukan saksi
pernikahan yang terjadi di Masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota
Bengkulu menurut Perspektif Hukum Islam.*

Kedelapan, Jurnal Hukum Islam Nusantara, al-Magashidi yang di tulis
oleh Rinwanto dan Yudi Arianto, Kedudukan Wali dan Saksi dalam
Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi’i Dan
Hanbali, Vol.3 No.1, Januari-Juni 2020. Jurnal yang ditulis oleh Rinwanto
dan Yudi Arianto, hampir memiliki persamaan dengan yang diteliti oleh
penulis, keduanya sama-sama meneliti tentang kedudukan saksi dalam

pernikahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada batasan penelitian.

13 Mohamad Deny Irawan, Perwalian dan Persaksian dalam persaksian dalam
pernikahan (Kajian Komparasi Figh Empat Madzhab dan Hukum di Indonesia), Jurnal Ijtihad
(Hukum dan Ekonomi Islam), volume 8 Nomor 2, Sya’ban 1435/2014

14 M. Karya Mukhsin,, Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi’i
Ditinjau Dari Magashid Al-Syariah, Al-Fikra :Jurnal limiah Keislaman, Vol.18 No.1 Januari-juni
2019
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Rinwanto dan Yudi Arianto membahas tentang Kedudukan Wali dan Saksi
dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi’i
dan Hanbali, di mana menyimpulkan Ulama mazhab empat, KHI, dan juga
UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sepakat bahwa wali sebagai salah satu
rukun dalam pernikahan. Dan berbeda dengan saksi, ulama empat mazhab
juga berbeda pendapat. ulama Jumhur mengatakan saksi adalah sebuah rukun
pernikahan, akan tetapi ulama mazhab Maliki tidak memasukkan saksi
sebagai rukun. Hanya sebuah kesunahan. sedangkan penulis membahas
tentang kriteria Penunjukan saksi pernikahan yang terjadi di Masyarakat
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu menurut Perspektif Hukum Islam
dan tidak membahas tentang kedudukan wali dalam pernikahan. 5

Meskipun permasalahan mengenai kedudukan saksi nikah telah
dibahas oleh beberapa peneliti diatas, namun berbeda dengan penelitian ini.
Walaupun demikian, ada beberapa penelitian terdahulu yang memberikan
kontribusi kajian terhadap penelitian ini. Sehingga penelitian ini merupakan
penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji tentang
saksi. Jika penelitian sebelumnya telah membahas tentang Pendapat Empat
Mazhab tentang Saksi Nikah dan tranformasinya pada Undang-undang Nomor
16 Tahun 2019 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam, Kompetensi Saksi Wanita dalam Pernikahan
(Studi Komparasi dalam perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi’i), Sikap dan

Reaksi Saksi dalam Pernikahan Di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah

15 Rinwanto dan Yudi Arianto, Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif
Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi’i Dan Hanbali), Al-Magashidi :, Jurnal Hukum
Islam Nusantara, Vol.3 No.1, Januari-Juni 2020
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Bumbu, Reinterpretasi Hukum Saksi dalam Talak dan Rujuk, Wali dan Saksi
dalam Pernikahan, Perwalian dan Persaksian dalam pernikahan (Kajian
Komparasi Figh Empat Mazhab dan Hukum di Indonesia), Saksi yang Adil
dalam Akad Nikah Menurut Imam al-Syafi’i Ditinjau dari Magashid al-
Syari’ah, dan tentang Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan
Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi’i dan Hanbali, maka
penulis kali ini  melanjutkan penelitian-penelitian tersebut dengan
menganalisis bagaimana kriteria penunjukan saksi dan bagaimana Perspektif
Hukum Islam tentang kriteria penunjukan saksi pada saat akad nikah terhadap
realita yang terjadi pada waktu pelaksanaan akad nikah di wilayah Kecamatan

Singaran Pati Kota Bengkulu.

. Sistematika Penelitian

Adapun Sistematika Penelitian ini terdiri dari beberapa bagian sebagai
berikut :

Bab | merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan dan sistematika
pembahasan.

Bab Il Merupakan bab kerangka teori yang meliputi; pengertian saksi
nikah, dasar hukum tentang kesaksian, kedudukan saksi nikah, syarat-syarat
saksi nikah dan hikmah perlunya saksi dalam pernikahan.

Bab Ill merupakan bab metode penelitian yang meliputi; jenis

penelitian, tempat dan waktu penelitian, responden penelitian, informan
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penelitian, Objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data,
teori yang digunakan, teknik analisis data dan kerangka pikir.

Bab IV merupakan bab pembahasan atas jawaban dari rumusan
masalah, yang berisikan deskripsi wilayah penelitian dan analisis terhadap
data hasil penelitian yang dikaitkan dengan masalah dan analisis masalah
dengan konteks Kriteria Penunjukan Saksi Pernikahan Di Kecamatan
Singaran Pati Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan Saran.



BAB |1

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Saksi Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Saksi memiliki arti yaitu:
1) orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian); 2)
orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui
kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan
keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi;
3) orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan
pendakwa atau terdakwa; 4) keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh
orang yang melihat atau mengetahui; 5) bukti kebenaran; 6) orang yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan
peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau
dialaminya sendiri.'® Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui dengan

mata kepala sendiri akan peristiwa yang menimbulkan sanksi hukum.’
Menurut etimologi (bahasa) kata saksi dalam bahasa arab dikenal

dengan i yang berbentuk isim fa’il. Kata tersebut berasal dari masdar 8\,

a9¢4, akar katanya adalah ss¢& - ds - 34 yang artinya menghadiri,

menyaksikan (dengan mata kepala sendiri), memberikan kesaksian didepan

Hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan dan menjadikan

16 https://kbbi.web.id/saksi, diakses pada tanggal 18 Januari 2021
17 Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Kartika, 1997), h.457

17


https://kbbi.web.id/saksi
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sebagai saksi. Kata syahadah juga bermakna al-bayinan (bukti), yamin
(sumpah) dan igrar (pengakuan).®

Secara terminologi (istilah). Al-Jauhari menyatakan bahwa kesaksian
berarti berita pasti, musyahadah yang artinya sesuatu yang nyata, karena saksi
adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya.
secara benar atas apa yang dilihat dan didengarnya.*®

Dalam kamus istilah figih saksi adalah orang atau orang-orang yang
mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam
pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada
kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang
dilakukan itu tidak dicatat.?® Adapun di dalam kamus ilmiah populer, kata saksi
berarti orang yang melihat suatu peristiwa atau orang yang diturutkan dalam
suatu perjanjian”.?

Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan
bahwa saksi (syahadah) adalah orang yang terlibat langsung atau orang yang
memberikan keterangan yang benar tentang yang dilihat, dialami, disaksikan
dan yang didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang terjadi.

Sedangkan Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus Besar

Bahasa Indonesia, dua kosakata yakni nikah dan kawin punya arti berbeda

namun mempunyai kesamaan dalam makna, arti kawin yakni membentuk suatu

18 Ahmad Warson Moenawwir, Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka
Progresif, 2002) Cet. ke-25, h. 746

19 Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), Panduan Pengajaran Figh Perempuan
di Pesanteren (Yogyakarta : YKF dan Ford Foundation, 2002), h. 94

20 M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi’ah (eds), Kamus Istilah Figih, (Jakarta:
PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 306.

21 Burhani MS, Hashi Lawrens, Kamus llmiah Populer, (Jombang: Lintas Media), h. 601
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keluarga dengan lawan jenisnya, sedangkan nikah adalah lebih dari itu, karena
harus sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

Secara etimologi perkawinan dalam bahasa Arab  dikenal
dengan istilah an- nikah.?2 Perkawinan dalam istilah ilmu fikih disebut
dan g'sJ, keduanya berasal dari bahasa arab yang mempunyai dua arti yaitu
skl (menindih, menghimpit, berkumpuls a&l/ &) (bersetubuh akad atau
perjanjian).?® Menurut figh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang
paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Dalam sumber
lain dijelaskan bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab g\ yang
merupakan masdar dari kata kerja ¢\$& Sinonimnya zs»*  kemudian
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan.?*

Adapun pengertian nikah menurut terminologi (istilah) adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu
rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama atau status perjanjian atau
akad antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan
badaniah sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun
yang di tentukan oleh syariat Islam.?®

Di Indonesia pernikahan sudah di atur dalam undang-undang No. 16 Tahun
2019, pada pasal 1 menjelaskan pengertian dari pernikahan atau perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan

22 Mahmud ~ Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/ pentafsiran Al-Qur’an,1973), h.468.

2 Umar Said, Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan (Surabaya : Cempaka,
2000), h.27.

24 Beni Achmad Saebeni, Figh Munakahat, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h.10.

25 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam (Jakarta, Al-hidayah, 1968), h.1
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Ketuhanan Yang Maha Esa.?® Sedangkan menurut  Kompilasi Hukum Islam
(KHI) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad
yang sangat kuat atau mitsagan ghalidzan untuk menaati perintah Allah
dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Oleh karena itu, dari beberapa pengertian saksi dan nikah diatas, maka
penulis dapat menyimpulkan bahwa saksi nikah adalah orang yang terlibat
langsung atau orang yang memberikan keterangan yang benar tentang yang
dilihat, dialami, disaksikan dan yang didengarnya tentang peristiwa akad
antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badaniah
sebagaimana suami istri yang sah dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta

mengandung syarat dan rukun yang di tentukan oleh syariat Islam.

B. Dasar Hukum Tentang Kesaksian
Kesaksian itu fardu ‘ain bagi orang yang memikulnya bila dia
dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang, bahkan wajib
apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipangil untuk

itu, Firman Allah SWT QS Ath- Thalag ayat 2 berbunyi:?’

P
4 -

N T O RS PR S 27 A A R TR BT T
25 Juo (635 19adls OBy snay 058,08 5l By ray 18Kl gla-T Dl 130
()

% Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik
Indonesia, Himpuanan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, ... ..........,n.17

27 Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Urusan Agama Islam dan
Pembinaan Syari’ah, Al-Quran dan Terjemahnya”, ............ h.816
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“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka
dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan
dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan
kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang
yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada
Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.”

Kesaksian itu hanya wajib ditunaikan apabila saksi mampu
menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menimpanya baik dibadannya,
kehormatanya, hartanya, ataupun keluarganya, firman Allah SWT, QS al-

Bagarah ayat 282 yang berbunyi:?®
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘amalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, mereka

28 Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Urusan Agama Islam dan
Pembinaan Syari’ah, Al-Quran dan Terjemahnya”, ............ h.59
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hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia
sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan
dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang
lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika
seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu
enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu
jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu
membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu‘amalah itu perdagangan tunai yang kamu
jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak
menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah
penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian),
Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui
segala sesuatu.”

Dan disamping itu, pemberian kesaksian dari seorang sebelum orang
tersebut diminta menjadi saksi maka ia adalah saksi paling baik sebagaimana
hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-juhani, bahwa Nabi SAW
bersabda :2°

@ ° ° % o P H o @ ° ° 5 P T Lo . %o Lo .

O spee crdl de fe 4l e S ) gl e Ge e e &I T oA G s WS
Y108 als ale 40 i 00 G et Al o s G s i soae o G (e
(phosdl o) 5) el & U8 assley 2 o oinglal i, a8

”Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; aku bacakan
di hadapan Malik; dari Abdullah bin Abu Bakar dari ayahnya dari Abdullah
bin Amru bin Utsman dari Ibnu Abu 'Amrah Al Anshari dari Zaid bin Khalid
Al Juhani, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Maukah aku
beritahukan kepada kalian mengenai saksi yang paling baik? Yaitu orang yang
datang memberi kesaksian sebelum diminta (untuk bersaksi).” (HR. Muslim)

2 Hadits Sembilan Imam, Imam Muslim No.3244
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C. Kedudukan Saksi Nikah
Berdasarkan Interpretasi analogi dan penafsiran terhadap Al-Quran

Surat Al-Bagarah ayat 282 dan Surat an-Nisa’ ayat 21:
- ~E ~ g8 i< - A 1 - L 2 = < o
03 e OIS J«.»,é A N R o T PR B
J,>-‘>!l L~@4.L>Ué=,w Ls.@;.xpl J.,a; ol ;l.s.,(,.fu.f

“Dan adakanlah dua orang saksi dari laki-laki kalanganmu sendiri. Jika tidak
ada dua orang laki-laki, maka cukup seorang laki-laki dan dua orang
perempuan yang kamu sukai untuk menjadi saksi.”(QS. al-Bagarah : 282)%

2\\

28 3.

(fv)jUa,..LG v-{s"“\)'*"ﬁu"""\;‘v-‘-’““’-’u“-" Mj;@)d}bg&f

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah
bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-

isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.(QS. an-Nisa’:
21)31

Dari kedua Firman Allah SWT tersebut diatas dapat disimpulkan
bahwa pernikahan itu harus disaksikan oleh dua orang saksi. Terkait kata
mitsagan ghalizan (perjanjian yang kuat/kokoh) dalam akad nikah, maka
keabsahannya sangat tergantung dari beberapa syarat dan rukunnya. Jika syarat
dan rukunnya terpenuhi maka dianggap sah pernikahan menurut syariat dan
begitu pula sebaliknya, jika tidak terpenuhi persyaratan dan rukunnya maka
dianggap tidak sah menurut syari’at Islam.

Dalam hal ini suatu perkawinan mempunyai syarat dan rukun,
perbedaan syarat dan rukun perkawinan ialah bahwa rukun perkawinan sebagian

dari hakikat perkawinan, seperti calon pengantin laki-laki, calon pengantin

30 Sayyid Sabig, Fikih Sunnah-6, (Bandung : Alma;arif, 1987), h. 82

31 Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Urusan Agama Islam dan
Pembinaan Syari’ah, Al-Quran dan Terjemahnya”, (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia,2012),
h.105
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perempuan, wali, 2 orang saksi dan ijab gabul. Semuanya itu adalah sebagian
dari hakikat perkawinan, dan tidak akan dapat terjadi suatu perkawinan kalau
tidak ada salah satu dari rukun tersebut. Adapun syarat adalah sesuatu yang
mesti ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat
perkawinan itu, misalnya syarat wali itu laki-laki, baligh, dan sebagainya.3?

Salah satu rukun dari perkawinan ini adalah adanya 2 orang saksi.
Sebagian Ulama sepakat dengan hal ini, agad nikah atau ijab gabul yang tidak
dihadiri oleh 2 orang saksi tidak sah. Begitu juga di dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) menyatakan pada pasal 24 ayat 1 , dua orang saksi dalam akad
nikah merupakan rukun dari akad nikah.

Abu Hanifah telah menggiyaskan persaksian dalam akad pernikahan
kepada kesaksian dalam akad muamalat. Adanya saksi di waktu melaksanakan
akad merupakan rukun akad muamalat. Karena itu adanya saksi-saksi dalam
akad pernikahan tentunya lebih utama dan diperlukan dari pada adanya saksi-
saksi dalam akad muamalat. Karena menurut Abu Hanifah bahwa tidak ada nash
yang shahih yang dapat dijadikan dasar hukum bagi persaksian pernikahan
tersebut.®®

Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi’i, dua orang saksi yang adil

yang merupakan rukun nikah yang harus ada dalam proses akad nikah, dimana

2Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: PT Hidakarya Agung,

1956), h. 15

h.99

33 Selamet Abidin dan Aminudin, Figh Minakahat I, (Bandung: CV. Pustaka Setia,1999),
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mereka berpedoman pada suatu hadits dari Abdullah bin Umar r.a secara
marfu’ bahwa Nabi SAW bersabda :

M sls5 2855 (A5 V) £ & Y
“Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali mursyid dan 2(dua) saksi adil.”

Hadits terbut diatas diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dalam as-
sunan dari jalan Abdullah bin Abi Sa’ad dari Ishaq bin Hisyam dari Tsaabit bin
Zuhair dari Naafi’ dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara Marfu’. Disamping
itu hadits tersebut diriwayatkan juga oleh al-Baihagi dan Ahmad dari ‘Aisyah
ra menerangkan bahwa Nabi SAW bersabda :

G 3 GBI 155808 (8 Jhe sy oV V1 1Y © s aile oo ) J 55 U6

5(2aal 5 gl 5 ki jlall ol 55) AT 2 I5Y

“Rasulullah SAW, bersabda: Tidak ada nikah, melainkan dengan adanya wali

dan dua saksi yang adil. Maka jika mereka berselisih paham, maka penguasa

adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” (HR. ad-Daraquthni, al-
Baihagi, Ahmad).

Menurut Ibnu Ma’in hadits tersebut dhaif. Hadits ini menyatakan,
bahwa untuk mensahkan nikah harus ada dua saksi dan apabila para wali
enggan menjadi wali, berpindahlah perwalian kepada penguasa. Menurut at-
Tirmidzi walaupun hadits ini tidak shahih, namun bahwa para ahli ilmu dari
sahabat-sahabat Nabi sampai kepada Tabi’in dan Tabi’in-Tabi’in menetapkan
bahwasanya nikah yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi, tidak sah.

Ulama Mutagaddimin, tidak berbeda pendapat dalam hal ini, hanya mereka

berselisih tentang apakah sah kalau disaksikan oleh seorang, demi seorang,

3 Imam Al-Hafid Ali bin Umar Al-Dar Quthni, Sunan al-Dar Quthni, (Beirut: Dar al-
Kutub al-1lmiyyah, 1432 H/ 2011 M)

% Teungku Muhammad Hashi Ash-Shidieqy, Koleksi hadits-hadits hukum 4, (Semarang:
PT. Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 34
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tidak bersama-sama. Kebanyakan ahli ilmu dari ulama Kufah, tidak
membolehkan selain dari dua saksi yang sama-sama menyaksikan akad nikah.
Sebagian Ulama Madinah membolehkan hal yang demikian asal akad
nikah itu diumumkan. Ahmad dan Ishag membolehkan saksi seorang laki-laki
dan dua orang perempuan. Oleh Kkarena itu, lahirnya hadits tersebut
mensyaratkan para saksi harus adil.®® Sebagaimana pendapat imam at-Tirmidzi
diatas terdapat dalam salah satu hadits riwayatnya yang berbunyi :
o ) sAs (Bl OB A i Gl At S 06 Al ae dn g
G daas ik AR A0 s Axdy aly ol S 8 Al el b Cuaddlm Y
A3 Y Lo iaa i Gk 1 lee O OB ftal 1885 Axdn 258580 D508 o 0 ae (e s
i (o GV N (B 55 e e BB e i Be eY) s e (sl e Y] dad) s
Slaial g3y 186 45 V) A& Y AE e Gl (e @ahle fslally Bshze Euasliim
o O e (B 2315 5 o35 ISR A V) A Y e Gl BB 5 0 s (B B e 0B
1% e Jaalls 55350 s odls el (0o e IS i B 1 A Ay
FEY IS 28 525 G e 2h30 Gas alig adle D e 8 Claial fe Sl G e
bl GEL G5 oladl JA B G 38D Ge LBV gie Lma Ga b b GBS AT i)
FS 5540 am ks 480 GAT Ge plall Al KT 0 315 33a5 33 1Y) 13 B el
13 S 408 a5 355 5 30 13 Aanal) JaT i 615 385 21800 538 e o il 37 s
Gradd 6 5 Abadl) Jl G (83 Lad AL 08 1o 25 il i elile U b Gllb) el
(el ol5)) a3 3231 U3 5hy K 3 a5 A0 Bae 5k ol

“Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Hammad Al Bashri, telah
menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Sa'id dari Qatadah dari Jabir bin

3 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, Koleksi hadits-hadits hukum 4,....... ,h.34
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Zaid dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
"Wanita-wanita pezina ialah mereka yang menikahkan diri mereka sendiri
tanpa adanya bayyinah (yaitu wali atau saksi).” Yusuf bin Hammad berkata;
Abdul 'Ala memarfu'kan hadits ini dalam Kitab Tafsir dan memauqufkannya
dalam Kitab Thalag. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah
menceritakan kepada kami Ghundar yaitu Muhammad bin Ja'far, dari Sa'id bin
Abu 'Arubah seperti hadits di atas namun tidak memarfu'kannya dan ini lebih
sahih. Berkata Abu 'lsa; "Hadits ini bukan merupakan hadits yang mahfuzh
(terjaga). Tidak kami ketahui diriwayatkan secara marfu' kecuali yang
diriwayatkan dari Abdul 'Ala dari Sa'id dari Qatadah. Hadits ini diriwayatkan
dari Abdul 'Ala dari Sa'id secara mauquf. Yang sahih ialah yang diriwayatkan
dari Ibnu Abbas secara mauquf yang berbunyi: "Tidak sah nikah kecuali
dengan adanya bayyinah (saksi atau wali)." Demikian juga banyak yang
meriwayatkan dari Sa'id bin Abu 'Arubah perkataan seperti ini secara mauquf.
Hadits semakna diriwayatkan dari Imran bin Hushain, Anas dan Abu Hurairah.
Hadits ini diamalkan oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu
‘alaihi wasallam dan Tabi'in dan selain mereka, semuanya berpendapat: tidak
sah nikah kecuali dengan saksi-saksi. Tidak ada yang menyelisihi pendapat
tersebut kecuali sebagian ulama mutaakhkhirin. Para ulama berselisih pendapat
dalam hal ini, jika dua orang bersaksi satu demi satu tidak bersamaan. Sebagian
besar ulama dari Kufah dan yang lainnya berpendapat: Nikah tidak boleh
dilakukan hingga dua orang bersaksi secara bersamaan pada waktu akad nikah.
Adapun ahlul Madinah berpendapat: Bolehnya dua orang bersaksi dalam waktu
yang tidak bersamaan, jika hal itu diumumkan. Ini merupakan pendapat Malik
bin Anas dan yang lainnya. Demikian dikatakan Ishag mengenai pendapat
ahlul Madinah. Ahmad dan Ishaq berpendapat bolehnya seorang lelaki dan dua
orang wanita untuk bersaksi.” (HR.at-Tirmidzi)%’

Walaupun demikian menurut riwayat al-Bahar, bahwa ibnu Umar,
Ibnu Zubair, Abdurrahman ibn Mahdi tidak mensyaratkan saksi, begitu juga
dengan pendiri Asy-Syafi’y, Zaid ibn ‘Ali, Ahmad Ibn Isa, Abu Abdillah, Ad-
Da’i dan Abu Hanifah tidak mengharuskan saksi orang yang adil.*®

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhayli bahwa persaksian dapat
menjaga hak-hak istri dan anak-anak, agar tidak diterlantarkan oleh ayahnya,

sehingga bisa memperbaiki nasabnya. Persaksian sangat penting untuk

37 Hadits Sembilan Imam, At-Tirmidzi No.1022
38 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, Koleksi hadits-hadits hukum 4,........., h.35
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menjaga eksistensi kedua suami istri dan mempererat tali pernikahan dan
segala hal yang terkait dengannya.®

Syafi’i, Hanafi, dan Hambali berpendapat pernikahan tidak sah
kecuali dengan adanya saksi. Namun Hanafi memandang bahwa pernikahan
yang disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau oleh
saksi yang fasik maka hukumnya sah, dan ia tidak mensyaratkan saksi itu harus
adil. Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syafi’i dan
Hambali yang menyatakan bahwa pernikahan tidak sah jika tidak disaksikan
oleh dua orang saksi laki-laki yang adil.*°

Sedangkan Maliki menyatakan bahwa saksi hukumnya tidak wajib
dalam akad, tetapi wajib untuk pencampuran suami terhadap istrinya (dukhul).
Jika akad dilakukan tanpa seorang saksipun, akad itu dipandang sah, tetapi bila
suami bermaksud mencampuri istri, dia harus mendatangkan dua orang saksi.
Apabila ia telah mencampuri istrinya tanpa ada saksi, akadnya harus dibatalkan

secara paksa dan pembatalan akad ini sama hukumnya dengan talak ba’in.**
Menurut as-Sarakhsiy dalam kitabnya al-Mabsut, beliau berpendapat :

sl e g nyish Lo &Y IKA1 5A0 2 Gl 3l 2 a5 aaLtsl 058 i 8080 #5531
Ao 2L ey Gl anldll dially 58015 2l sl 5081 e Selyinas WIss g ol
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39 Wahbah az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Figh Islam 9 Cet-1
Jakarta: Gema Insani, 2011), h.6559

0 Abdullah Zaki Aklaf, Figih Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), h. 345

4 Muhammad Jawad Mughriyah, Figih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki,
Syafi “l,Hambali, (Jakarta: Lentera, 2008), h. 314

42 Syamsuddin As-Sarakhsiy, al-Mabsut, juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 35
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“Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan tanpa beberapa saksi atau
hanya 1 (satu) saksi kemudian ia mendatangkan saksi (setelah terjadi
pernikahan) maka pernikahan tersebut tidak sah. Karena syarat dari tersebut
adalah menyaksikan akad nikah, dan apabila hal itu tidak terlaksana, maka
persaksian yang dilakukan itu untuk menetapkan atau mengikrarkan akad
yang fasid tidaklah dianggap sebagai akad, dan menghadirkan saksi (setelah
akad tersebut) tidak merubah akad yang fasid tersebut menjadi sah”.

Sedangkan menurut Ibnu Rusyd al- Qurtubiy yang terdapat dalam
kitab al-mugaddimat al-mumahhidat, beliau menjelaskan bahwa saksi itu
tidak harus hadir pada saat akad nikah atau tidak harus menyaksikan akad,
namun persaksian itu wajib ketika hendak dukhul karena persaksian itu

bukan merupakan syarat sahnya akad, sebagaimana pendapatnya:
B lalgAl 2t als 7 535 b sl A0a L 3% Ge Gl J AN e G W) Mgyl Sl g
83 e G (f ey S8 ally ) SRy ) 1008 585 ) oSG Laid gl

“Persaksian itu wajib ketika hendak dukhul dan itu tidak termasuk syarat
sahnya akad, dan jikalau seseorang menikah tanpa persaksian maka akad
nikahnya tetap sah, lalu disaksikan 2 (dua) orang saksi itu untuk kedepannya
(nanti), kecuali kedua mempelai bertujuan untuk menyembunyikan akad,
maka tetap tidak sah akadnya, walaupun setelah (akad) menghadirkan 2 (dua)
orang saksi.”

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 24 ayat 1 dan 2, saksi
dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap
perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam pasal ini,
menjelaskan bahwa kehadiran saksi pada saat akad nikah itu sangat penting,
apabila saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan secara langsung peristiwa akad

nikah, maka akibat hukumnya perkawinan tersebut tidak sah.**

43 Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd Al-Qurthubiy, al-mugaddimat al-
mumahhidat, (Beirut: Darul Arab Al-1slami, Cet.1, Juz.1,1988), h. 479

% Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV.Nuansa Aulia,
2009), h.8
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D. Syarat-Syarat Saksi Nikah
Adapun seseorang Yyang ditunjuk untuk menjadi saksi nikah
hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu yaitu:
1) Hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian; telah
baligh dan berakal.
2) Dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman akan
pernikahan tersebut.
3) Hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya.
Mengenai sifat al-ahliyyah (kapasitas) yang disepakati dan disyaratkan
dalam persaksian nikah adalah al-ahliyah al-kamilah (kapasitas sempurna),
mampu mendengar ucapan kedua belah pihak yang melakukan akad dan
memahaminya.*®
Adapun syarat menjadi saksi dalam perkawinan adalah :
1. Seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan
tidak tuna rungu atau tuli 46
2. Laki-laki muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar, paham akan
maksud ijab gabul dan adil.*’
3. Laki-laki dan beragama Islam, baligh dan berakal, bersifat adil, dapat

mendengar, melihat dan bisa bercakap-cakap, tidak pelupa, menjaga harga

45 Wahbah az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Figh Islam 9......, h.76

46 Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 (Departemen Agama RI, 2001)

4 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta : PT Hidakarya Agung,
1956), h. 17
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diri (muru’ah), mengerti maksud ijab gabul dan tidak merangkap menjadi
wali.*8

Adapun menurut Ulama 4 (empat) madzhab Saksi dalam pernikahan
harus memenubhi syarat-syarat sebagai berikut:*°

a. Ulama Hanafiyyah

1) Dua orang saksi.
Saksi terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan

2) Berakal

3) Baligh

4) Merdeka

5) Islam

6) Bisa mendengar
Ulama Hanafiyyah tidak memasukkan adil sebagai salah satu syarat
dari saksi karena adil itu tidak bisa mengesahkan perkawinan tapi
menjadi syarat dalam penetapan ikrar.

b. Ulama Malikiyyah
Ulama Malikiyyah tidak menjelaskan tentang syarat- syarat seorang saksi,
karena tidak memasukkan saksi dalam rukun/syarat perkawinan.

c. Ulama Shafi’iyyah
1) Islam
2) Dua orang saksi
3) Laki-laki
4) Merdeka
5) Tidak fasiq (buta, tuli, dan bisu)
6) Adil

d. Ulama Hanbaliyyah
1) Dua orang saksi
2) Laki-laki
3) Berakal
4) Adil
5) Dapat berbicara
6) Dapat mendengar
7) Selain dari orang tua dan anak

48 Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan (Jakarta : Akademika Pressindo, 2002), h. 100
49 Rinwanto dan Yudi Arianto, Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif

Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi’i Dan Hanbali, ....... ,h.91
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Adapun Syarat-syarat saksi dalam pernikahan menurut beberapa ahli

figh yaitu sebagai berikut :

Menurut lbrahim al-Bajuri
AT (@l il (i & 5RI (), 2T (Js¥1) il o a1 sl
50 Z3all (ualedl) 55583 (Lualall)

“Dan dua orang saksi itu mempunyai enam syarat: pertama Islam,
kedua balig, ketiga berakal, keempat merdeka, kelima laki-laki dan adil.”

Menurut Wahbah al-Zuhaili
Al Aoall 55580 Ml £ il Ok e a5 b Aas aali 15 ai
Sl 496 3548 Ui 3 ol 2L

“Tujuan yang jelas syarat-syarat saksi yaitu: berakal, balig, berjumlah dua
orang laki-laki, merdeka, adil, Islam, melihat dan mendengar saksi
pembicaraan orang yang berakad.”

Menurut Abu Zahrah
iy e Uy 45540 Wi B a5 JA 5 5 cld o 6688 o salgll 8 g
BDand 95 el Ty s il 530 8 1Y Y5 Aaghy ol oS8 flas
52 1ial) g

“Dan disyaratkan pada saksi yaitu, dua orang laki-laki atau satu orang laki-
laki dua orang perempuan sebagaimana disyaratkan saksi itu merdeka,
balig, berakal ,mendengar ucapan orang yang berakad dan memahaminya.
Islam apabila calon suami-istri muslim dan tidak disyaratkan melihat dan
adil menurut golongan Hanafiah.”

Sayyid Sabiq
Me 4 gatall O agd g (AN A8 $laws & sy Rl ool b

% 1brahim al-Bajuri, Al-Bajuri, (Bandung: Dahlan, t.Th), Juz.ke-1, h. 102
51 Wahbah al-Zuhaili, Al-Figih al-Islam Wa Adilatuhu, (Beirut: Dar al-Fikri. t.Th) Juz ke-

7,h.73-74

%2 Muhammad Abu Zaharah, al-Ahwal al-Syakhsyiyyah, (Mesir: Dar al-Fikr, 1957), h.61
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“Disyaratkan pada saksi berakal, balig, mendengar perkataan orang yang
berakad serta memahami tentang maksud akad perkawinan”.

Berdasarkan beberapa kutipan di atas, penulis berkesimpulan bahwa

seseorang yang diamanahkan untuk menjadi saksi dalam akad nikah

haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Islam

b. Baligh

c. Berakal
d. Merdeka
e. Laki-laki
f.  Adil

g. Melihat, mendengar dan memahami ucapan orang yang berakad

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan saksi
dalam perkawinan diatur dalam Bab 1V Bagian keempat yaitu Pasal 24, 25, dan
26. Adapun khusus tentang persyaratan saksi yang dapat ditunjuk dalam akad
nikah diatur pada pasal 25 yang berbunyi : “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi
dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak
terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.”

Disamping itu, Syarat-syarat saksi secara umum dalam segala aspek
hukum Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Islam
Kesaksian orang kafir atas orang muslim tidak diperbolehkan,

kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan. Yang demikian itu

%3 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Judul Asli Figh sunnah. alih bahasa: Muhammad Tholib.
PT Al-Ma’arif. 1980, Jilid ke-2, h. 48
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diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah, Syuraih, dan Ibrahim An-Nakha’i.
Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT, QS al-Maidah ayat 106-

107 yang berbunyi:>*
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(106)"Hai orang-orang Yyang beriman, apabila salah seorang kamu
menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah
(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua
orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan
dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi
itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya
bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami
tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk
kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula)
Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau
demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa". (107)”Jika
diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, Maka dua orang yang
lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang
meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya
bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya persaksian Kami lebih
layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan Kami tidak
melanggar batas, Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk
orang yang Menganiaya diri sendiri."

Imam Abu Hanafiyah juga memperbolehkan kesaksian orang-

orang kafir terhadap sesamanya. Sebab Nabi SAW, merajam dua orang

% Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Urusan Agama Islam dan
Pembinaan Syari’ah, Al-Quran dan Terjemahnya”, ............ h.166-167
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Yahudi dengan kesaksian orang-orang Yahudi atas keduanya bahwa
keduanya telah berbuat zina. Sebagimana dalam hadits tersebut Nabi SAW
bersabda :
) sab chdl de G wdl fe ddie B fgh WA Sl G GRS AN ) aa) oy B
Lan %8 Lagy all 1331 5315 aie Ji oy alias alle 40 s o 0 1 50a 3 56l O gl 4
(e o) 55) aniaal 2o 5 oasa (e L 8
“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin AL Mundzir telah
menceritakan kepada kami Abu Dhamrah telah menceritakan kepada kami
Musa bin 'Ugbah dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu ‘anhuma;
Orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam
dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang
keduanya berzina. Maka Beliau memerintahkan untuk merajam keduanya

di tempat biasa untuk menyolatkan jenazah, disamping Masjid
Nabawi".(HR. Bukhari).®

Dan ada juga hadits lain yang hampir sama dengan hadits diatas
yaitu dari Ishaq bin Musa al-Anshari dari Ma’n dari Malik bin Anas dari
Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah merajam laki-laki
dan Wanita Yahudi, sebagaimana hadits tersebut berbunyi :

Osisd . oAt Gl (o b G Gl B A LR (i S, &5 Jial¥l s (5 (3 LS
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“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa Al Anshari, telah
menceritakan kepada kami Ma'n, telah menceritakan kepada kami Malik
bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu ‘"alaihi
wasallam pernah merajam laki-laki dan wanita yahudi. Abu Isa berkata;
Dalam hadits ini terdapat kisah panjang. Hadits ini hasan shahih.” (HR.at-
Tirmidzi)®

55 Hadits Sembilan Imam, Bukhari No.1243.
56 Hadits Sembilan Imam, At-Tirmidzi No. 1356
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Sedangkan Imam asy-Syafi’i dan Malik berkata: tidak
diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, baik dalam
persoalan wasiat di perjalanan ataupun yang lainnya. >’ Sebagaimana

terdapat dalam firman Allah SWT, QS an-Nisa’ ayat 141 yang berbunyi :*®
(20 S a3l o 02 ASU A e 3

”dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir
untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”

2) Baligh dan Berakal

Apabila baligh syarat diterimanya kesaksian, maka baligh dan
berakal adalah syarat di dalam keadilan. Oleh sebab itu, anak kecil tidak
boleh menjadi saksi, walaupun dia bersaksi atas anak kecil yang seperti
dia, sebab mereka kurang mengerti kemaslahatan untuk dirinya, terlebih
untuk orang lain.>®

Menurut Sayyid Sabig syarat menjadi saksi adalah berakal,
dewasa, dan mendengar pembicaraan dari kedua belah pihak yang berakad
dan memahami ucapan ijab gabul dalam pernikahan. Dan jika yang
menjadi saksi itu anak-anak, orang gila atau orang mabuk, maka
pernikahannya tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.®

Jumhur ulama sepakat bahwa syarat saksi sebuah akad nikah

haruslah orang yang sudah baligh. Sedangkan anak-anak tidak dapat

57 Sayyid Sabig, Fikih Sunnah-14, (Bandung: Alma’arif, 1987), h. 57-59

8 Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Urusan Agama Islam dan
Pembinaan Syari’ah, Al-Quran dan Terjemahnya”, ............ h.132

% Moh. Rifa’l, Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar, (Semarang:: Toha Putra), h.281

80 Sayyid Sabig, Figih Sunnah Jilid 2, Cet.3 (Mesir: Dar Al-Fikr,1999), h.543
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menjadi saksi, walaupun sudah mumayyiz (menjelang baligh), karena
kesaksiannya menerima pemberitahuan dan menghormati acara
pernikahan itu belum pantas. Kedua syarat tersebut di atas disepakati
oleh fugaha dan kedua syarat itu dapat dijadikan satu, yaitu kedua saksi
telah mukallaf. Sebagaimana Dasarnya adalah Q.S al-Bagarah ayat 282

yang berbunyi :

C < oo A To-T-
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“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara
kamu.”

Di dalam ayat tersebut di atas Allah SWT menggunakan istilah
rijal yang maknanya bukan sekedar berjenis kelamin laki-laki, tetapi yang
lebih kuat pesannya adalah orang yang sudah dewasa atau minimal sudah
baligh. Karena makna rijal adalah laki-laki dewasa. Seorang bayi yang alat
kelaminnya laki-laki tidak pernah disebut rijal, sebagaimana anak kecil
laki-laki pun juga tidak disapa dengan panggilan rijal.

Di samping itu, ada juga hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah
radliallahu 'anha, bahwa Nabi SAW bersabda :®

,,,,,,
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“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah

menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan
kepada kami Hammad bin Salamah dari hammad dari Ibrahim dari Al

61 Hadits Sembilan Imam, Sunan Abu Daud. N0.3822
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Aswad dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga
golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras,
dan anak kecil hingga ia balig.”(HR. Abu Daud)

Hadits diatas menjelaskan bahwa anak-anak belum dikatakan
cakap hukum, sehingga tidak dapat diterima kesaksiannya sampai mereka
dewasa baru kesaksiannya dapat diterima.

Begitu pula kesaksian orang gila dan orang yang tidak waras,
sebab kesaksian mereka ini tidak membawa kepada keyakinan yang

berdasarkan kepadanya perkara dihukumi. 2

Laki-laki

Golongan Syafi’i dan Hambali mensyaratkan saksi haruslah laki-
laki, menurutnya seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan
tidak sah dalam perkawinan. Sebagaimana riwayat Abu ‘Ubaid dari Zuhri,
katanya : Telah berlaku contoh dari Rasulullah SAW, bahwa tidak boleh
perempuan menjadi saksi dalam wurusan pidana, nikah dan thalak.
Sedangkan golongan Hanafi tidak mengharuskan syarat ini. mereka
berpedapat bahwa dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang
perempuan sudah sah, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Bagarah

ayat 282 :
z P b= T
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“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika
tidak ada dua orang laki-laki, maka cukup seorang laki-laki dan dua orang
perempuan yang kamu sukai untuk menjadi saksi.”®

62 Sayyid Sabiqg, Fikih Sunnah-14, (Bandung: Alma’arif, 1987), h. 62
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Disamping itu, Imam Malik menyatakan bahwa tidak
membolehkan kesaksian seorang laki-laki dan seorang Perempuan dalam
suatu pernikahan. Sebagaimana beliau dalam kitab al-Muwatha’ nya

pernah meriwayatkan hadits yang berbunyi :

5o G 15 085405 085 W) ade gl A a5 5 B 53 o e el e
(&l Lo L ol 5 ) uza S ad Gt ER 5850 Y5
“Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zubair Al Maki
berkata, "Pernah dihadapkan kepada Umar Ibnu Khattab suatu pernikahan
yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka
Umar berkata, "Ini adalah nikah sirri, saya tidak membolehkannya.
Sekiranya saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya.”
(HR.Imam Malik)®
Adil
Kaum muslim telah sepakat bahwa keadilan menjadi syarat dalam

penerimaan kesaksian, berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat al-

Bagarah ayat 282 yang berbunyi :
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“Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai” (QS. al-
Bagarah (2) : 282)

Disamping itu, untuk menjaga sifat adil terhadap persaksian
seseorang yang akan menerima amanah persaksian tersebut, maka harus
benar-benar diperhatikan secara seksama terhadap sifat atau perilaku orang
tersebut yaitu tidak fasik didalam kehidupannya, sebagaimana firman

Allah SWT dalam Surat al-Hujuraat ayat 6 berbunyi :

83 Sayyid Sabig, Fikih Sunnah-6, (Bandung : Alma;arif, 1987), h. 82
64 Hadits Sembilan Imam, Imam Malik No. 982
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”Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik
membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu
itu.”(QS.Al-Hujuraat (49):6).%

-
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“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang
berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-
orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan

melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.” (QS.Ali Imran (3):18)%

Oleh sebab itu, maka kesaksian orang fasik tidak diterima dan
begitu juga orang-orang yang terkenal kedustaan atau keburukan serta
kerusakan akhlaknya.

Dalam tinjauan magashid al-Syari’ah keberadaan saksi yang
adil dalam pernikahan adalah untuk memelihara kemaslahatan dan
menolak kerusakan terhadap keluarga yang dibina di antaranya adalah;
1) Orang yang adil akan menonjolkan ketagwaannya, hal itu
mengantisipasi persaksian palsu (syahadat al-zhur) dalam pernikahan,
sehingga menghindari terzhaliminya salah satu pihak; 2) Dengan

disaksikan seorang yang adil, maka hakim tidak akan sembarangan dalam

6 Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Urusan Agama Islam dan
Pembinaan Syari’ah, Al-Quran dan Terjemahnya”, ............ h.743

 Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Urusan Agama Islam dan
Pembinaan Syari’ah, Al-Quran dan Terjemahnya”, ............ h.65
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menentukan hukum jika terjadi permasalah dalam keluarga dan dibawa ke
pengadilan; 3) Akan meningkatkan rasa tangung jawab suami dan istri
terhadap kewajiban dalam keluarganya karena tidak akan terjadi
pengingkaran pernikahan antara mereka; 4) Pernikahan selain berdimensi
sosial juga berdimensi spiritual dengan dilakukannya pernikahan sesuai
dengan ketentuan agama dengan dihadiri saksi yang adil, maka itu
merupakan bentuk memelihara agama (hifdz ad-din); 5) Keturunan yang
dilahirkan akan jelas asal-usulnya karena pernikahan telah dilangsungkan
sesuai dengan ketentuan agama yang disaksikan oleh orang yang adil.
Maka inilah bentuk pemeliharaan terhadap agama (hifdz al-nasab); 6)
Akan terjaga harta bendanya (hifdz al-maal), karena anak akan mewarisi
harta orang tuanya setelah meninggal, dengan penikahan disaksikan oleh
orang yang adil maka pernikahanya tidak ada yang mengingkari dan

keturunannya pun akan jelas pula nasabnya yang akan menjadi ahli waris.

Sedang menurut Jumhur Fugaha, bahwa keadilan merupakan
suatu sifat tambahan atas keislaman, yakni menetapi kewajiban-kewajiban
syara’ dan anjuran-anjurannya, dengan menjauhkan perkara-perkara yang
haram dan makruh. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tentang
keadilan itu cukup dengan lahirnya Islam dan tidak diketahui adanya cela
padanya. Akan tetapi apabila kefasikannya disebabkan oleh tuduhan

mengenai hak orang lain, maka kesaksian nya tidak diterima.®’

Menurut Imam Syafi’i adil adalah orang yang shalih, orang

yang tidak fasig. Selain itu, orang adil ialah yang memiliki sifat; 1.)

 |bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid. Terj. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah
“Terjemah Bidayatul Mujtahid”, (Semarang: Asy-Syifa’ 1990), Cet, ke-1, h. 684
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Menjauhi segala dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil;
2.) Baik hati; 3.) Dapat di percaya sewaktu marah dan 4.) tidak akan
melanggar kesopanan menjaga kehormatannya sebagaimana kehormatan

orang yang setingkat dengan dia.®®

Sedangkan Mahmud Yunus mengutip pendapat Ibnu Sam’ani,

dimana adil itu harus mencakupi 4 (empat) syarat yaitu:

1) Memelihara perbuatan taat (amalan shalih) dan menjauhi perbuatan

maksiat (dosa);

2) Tidak mengerjakan dosa kecil;

3) Tidak mengerjakan yang halal yang merusakkan muru’ah
(kesopanan);

4) Tidak meng’itikadkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh dasar
syara’.%®

Dilihat dari beberapa sudut pandang serta pertimbangannya,

berikut adalah kategori seseorang yang termasuk adil dari sudut pandang :

a. Individiual
Individual adalah berhubungan dengan manusia secara
pribadi atau bersifat perseorangan.’® Dalam hal ini kategori pribadi
seseorang bisa dikatakan adil secara perseorangan dan terlepas dari

hubungan sosial adalah:

8 Sulaiman Rasyid, Fikih Islam, (Bandung: T. Sinar Baru Algensindo, 2000), h.490

8 Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995),
h.52

70 https://kbbi.web.id/individual.html, diakses pada tanggal 20 April 2021
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Bukan pelaku dosa besar. Yaitu seseorang yang menjauhi
melaksanakan setiap perbuatan dosa besar. Sehingga persaksian
orang yang pernah melakukan dosa besar seperti zina dan

membunuh seseorang tanpa ada alasan yang membenarkan

(tanpa hak).71 Karena secara otomatis sifat adilnya telah hilang,
dan karena perbuatan dosa besar status orang tersebut menjadi
fasiq.

Bukan pelaku dosa kecil secara terus menerus, karena ia
cenderung melakukan saksi palsu. Maka hukum persaksian itu
sangat tergantung kepada kebiasaan prilakunya.

Sehat agidahnya (ideologinya). Artinya bukan seorang
pembid’ah kufur seperti pengingkar hari bangkit kubur dan
bukan seorang pembid’ah fasiq seperti orang yang mencela/
mencaci para shahabat Nabi SAW, Sehingga pelaku bid’ah
yang tidak sampai kufur dan tidak sampai fasig, maka

persaksiannya masih bisa diterima.

Sosial

Sosial adalah berkenaan dengan masyarakat atau suka

72
memperhatikan kepentingan umum. Dalam konteks ini kategori

seseorang bisa dikatakan adil dalam kaitan hubungannya dengan

lingkungan kemasyarakatan adalah :

" Ibnu al-Qasim al-Ghazi, Fath al-Qorib al-Mujib, (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), h.69
2 Sumber https://kbbi.web.id/sosial.html, diakses pada tanggal 24 April 2021
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1) Mampu mengontrol emosi. Karena orang yang tidak bisa
mengontrol  emosi  berpengaruh  pada psikisnya, yang
menjadikannya bertingkah tidak etis karena emosinya tidak
terkontrol, seperti berkata yang tidak sebenarnya, berbuat gibah
dan berbohong.

2) Menjaga muru’ah (harga diri). Karena orang yang tidak
memilik harga diri, maka dia tidak memiliki rasa malu, dan
orang Yyang tidak mempunyai rasa malu dia akan berkata
semaunya.

Menurut Al-Habib Muhammad bin Salim syarat adil wali
atau dua saksi cukup dilihat dari kacamata lahir saja, tidak perlu
sampai dibuktikan terlalu mendetail. Walaupun ia mendukung
pendapat tentang keadilan wali, tetapi cenderung lebih longgar.
Dengan demikian, orang yang dikenal segelintir orang sebagai orang
adil saja sudah cukup menjadi wali atau saksi. Para ulama figh telah
merinci sedikitnya enam syarat yang harus dipenuhi seorang wali dan
dua orang saksi nikah. Adapun 6 (enam) persyaratan dimaksud
sebagaimana termaktub dalam petikan yang terdapat dalam Matan
Taqrib li Matni Abi Syuja’, jilid 1, halaman 31 yaitu sebagai berikut:"®
Bl 5 853800 5 4358005 (a5 ¢ 5Ty aSyl Ty i ) ol 0 S

“Wali dan dua saksi membutuhkan enam syarat: (1) beragama Islam;
(2) balig, (3) berakal sehat; (4) merdeka; (5) laki-laki (6) adil.

" M Tatam Wijaya, https://islam.nu.or.id/post/read/121658/apakah-kesalehan-atau-
keadilan-syarat-bagi-wali-dan-saksi-perkawinan-, diakses, pada tanggal 15 Mei 2021.



https://islam.nu.or.id/post/read/121658/apakah-kesalehan-atau-keadilan-syarat-bagi-wali-dan-saksi-perkawinan-
https://islam.nu.or.id/post/read/121658/apakah-kesalehan-atau-keadilan-syarat-bagi-wali-dan-saksi-perkawinan-
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Di antara masalah yang kerap muncul ke permukaan adalah
syarat adil bagi wali dan dua saksi. Persyaratan ini memang bukan
tanpa dasar. Sebab, dalam salah satu hadits Rasulullah SAW telah

bersabda:
(‘5.Aajﬂ\_5 daa) b\})) QBJE: Lﬁl«}uij ;554_3:1 \jl tLSe ‘g

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.”
(HR. Ahmad dan at-Tirmidzi).

Disamping itu Imam Asy-Syafi‘i juga meriwayatkan hadits

lain, dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa Nabi SAW bersabda :

(ki ol ) Jhe ol aia 5 V) #1& Y

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali mursyid dan 2 (dua) saksi
adil.” (HR. ad-Daruquthni)

Dijelaskannya, maksud mursyid dalam hadits tersebut adalah
adil dan tidak fasik.” Adapun adil dan tidak fasik itu dijelaskan para

ulama sebagai berikut:

g2 5 ladall e )\ e 5 s e AL IS g il 3 il
Mgl (8 O3S 15255 039 L ud

“Adapun maksud adil itu sendiri adalah tidak melakukan dosa-dosa
besar, tidak membiasakan dosa kecil, dan tidak melakukan sesuatu
yang dapat mengurangi muru‘ah (kehormatan), seperti kencing di
pinggir jalan.”

Dari sudut pandang tauhid, fasik sebagai dijelaskan al-Jurzani

dalam at-Ta‘rifat adalah orang fasik yang memiliki keimanan dan

" al-Musthafa Al-Khin, Al-Fighul Manhaji ala Madzhabil Imam Asy-Syafi‘i, (Damaskus:
Darul Qalam: 1992), Jilid 1V, h.64
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ketauhidan dalam hati, bahkan diikrarkan dengan lisan, namun
keimanan dan ketauhidan tersebut tidak diwujudkan dalam amal
perbuatan. Berdasarkan dalil di atas, sementara ulama figh
memutuskan bahwa orang tidak adil atau fasik tidak boleh
menikahkan seorang wanita mukmin dan hak kewaliannya harus
dialinkan kepada wali di bawahnya. Demikian salah satu pendapat

yang dikutip oleh Musthafa al-Khin:
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“Laki-laki yang fasik (tidak adil) tidak boleh menikahkan perempuan
mukmin sehingga hak menikahkannya beralih kepada wali di
bawahnya jika di bawahnya itu adil. Sebab, kefasikan adalah

kekurangan yang mencederai kesaksian sehingga mencegah kewalian
dalam pernikahan.””

Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana
bila wali atau saksi tidak memenuhi syarat adil? Bagaimana dengan
keabsahan pernikahannya? Para ulama beragam pendapat menyikapi
permasalahan ini. Al-Mushthafa al-Khin sendiri, walau menyebutkan
pendapat pertama, tetapi lebih cenderung kepada pendapat kedua yang
menyebutkan dengan alasan faktor kasih sayang yang dalam

ungkapannya mengatakan:

Llaally cfaa®) e A3ia ZIa50 & LY EY a5l Al Ly

ot 3 Sl G Calids A5 o3 5 a5 Aaliag (o 3ad e 48§55 4as

75 al-Musthafa Al-Khin, Al-Fighul Manhaji ala Madzhabil Imam Asy-Syafi‘i,...... , h.64
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“Tidak disyaratkan sifat adil (wali) dalam pernikahan. Sebab,
kewalian dibangun di atas hubungan ‘ashabah (garis turunan dari
pihak ayah). Sedangkan ‘ashabah membawa si wali kepada curahan
kasih sayang untuk mencari kemaslahatan bagi orang yang di bawah
kewaliannya. Dan kasih sayang ini tidak ada bedanya antara orang
yang adil dan tidak. Selain itu, sifat adil terkadang terlalu
memberatkan, karena saking sedikitnya orang yang adil, terlebih di
zaman sekarang ini. Tak sampai di situ, juga tidak dikenal pada satu
zaman, ada orang fasik yang dilarang menikahkan putrinya.”

Dengan mengacu pada penjelasan di atas, wali dan saksi yang
adil merupakan sesuatu yang dipersyaratkan berdasarkan sabda
Rasulullah SAW yang disebutkan diatas. Namun di sisi lain, syarat
adil bagi wali dan saksi merupakan sesuatu yang memberatkan,
bahkan menyulitkan terlebih di zaman merebaknya kefasikan. Karena
itu, sebagian ulama memilih untuk mempertahankan kewalian orang
yang fasik, selain karena kian langkanya orang adil, juga kewalian
wali nasab dibangun atas dasar kasih sayang ashabah atau garis
keturunan dari pihak ayah. Kasih sayang tidak mengenal orang yang
adil atau pun tidak. Selanjutnya selama wali nasab yang lebih dekat
masih ada, apalagi yang mujbir, yaitu ayah dan kakek, maka kewalian
tetap berada padanya. Dengan demikian, perkawinan dengan wali dan
saksi yang tidak adil tetap sah secara syariat. Namun, tentu
mendahulukan orang baik atau mengambil orang yang dipandang adil,
walaupun secara lahiriahnya saja untuk menjadi saksi pada suatu

pernikahan.
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5) Dapat Mendengarkan dan Melihat (memahami ucapan-ucapannya)

jika para saksi buta, maka hendaklah mereka bisa mendengarkan
suara dan mengenal betul bahwa suara tersebut adalah suaranya
kedua orang yang berakad.”

Dalam hal ini kaitannya mengenai syarat saksi, Imam Hanafi
mengajukan syarat-syarat yang harus ada pada seseorang yang menjadi
saksi, yaitu berakal (orang gila tidak sah menjadi saksi), baligh (tidak sah
saksi anak-anak), merdeka, bukan hamba sahaya, Islam, keduanya bukan
berasal dari satu keturunan yang akan disaksikan. Sedangkan menurut
Imam Syafi’i memberikan persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang
yang akan menjadi saksi adalah dua orang saksi, berakal, baligh, beragama
Islam, mendengar tidak tuli, dan adil. Sedangkan Iman Syafi’i dan
Hambali menambahkan, untuk menjadi seorang saksi haruslah adil.”’

Oleh karena itu, dari pemaparan tersebut diatas, penulis

menyimpulkan bahwa jika yang ditunjuk menjadi saksi adalah setiap

masyarakat yang melakukan semua perintah syariat Islam dan menjauhi segala

larangannya, seperti yang dilakukan pada zaman sahabat-sahabat Nabi

Muhammad SAW, bukan tidak mungkin realisasi dari persaksian dalam

pernikahan akan dianggap sulit dan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya,

akan tetapi tentunya masyarakat harus dapat benar-benar mengetahui dan

memahami syarat-syarat ataupun Kriteria-kriteria tentang saksi nikah dengan

76 Ustadz Sa’id Thalib Al-Hamdani, Risalatun Nikah. Terj. Agus Salim “Risalah Nikah,

Hukum Perkawinan Islam”, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), Cet. ke-3, h. 31

h. 101

7 Slamet Abidin,Aminudin (eds),Figih Munakahat-1, (Bandung: CV.Pustaka Setial1999),
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baik sehingga seseorang yang ditunjuk menjadi saksi nikah benar-benar orang
yang tepat, amanah sesuai dengan ketentuan yang ada serta penunjukan
tersebut tidak terkesan asal-asalan yang dapat mencederai daripada keabsahan
dan sakralnya suatu acara akad pernikahan.

E. Hikmah Perlunya Saksi dalam Perkawinan

Perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan
perempuan. Sebab itu harus dihadiri oleh dua orang saksi. Hikmahnya ialah
untuk kemaslahatan kedua belah pihak. Apabila ada tuduhan atau kecurigaan
polisi atau orang lain terhadap pergaulan keduanya, maka dengan mudah
keduanya dapat mengemukakan saksi tentang perkawinannya itu.

Begitu pula suami tidak mudah memungkiri isterinya, sebagaimana
isteri tidak dapat memungkiri suaminya, karena dihadapan keduanya berdiri
dua orang saksi.

Apabila perempuan melahirkan anak, maka anak itu tetap menjadi
anak suaminya dan suaminya tak dapat menolak dengan mengatakan bahwa
anak itu bukan anaknya. Kecuali jika anak itu lahir setelah d